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ABSTRAK 
 
LEXSYANA SIMBOLON (2018) : Tinjauan Yuridis Otoritas Jasa Keuangan 
dalam Melakukan Pengawasan Terhadap 
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota 
Pekanbaru  
 
Lembaga keuangan yang berkembang di Kota Pekanbaru cukup banyak, 
namun dalam tulisan ini penulis mengambil lembaga pembiayaan atau Lembaga 
Keuangan Mikro (LKM). Sebagaimana diketahui, bahwa lembaga pembiayaan di 
Kota Pekanbaru terus berkembang sejalan dengan perkembangan penduduk dan 
kemajuan kota. Namun lembaga keuangan yang sedang beroperasi tersebut 
tentunya harus dilakukan Pengawasan atau pemeriksaan, tidak saja tentang 
administrasi tetapi juga mengenai keuangan. Ada juga lembaga pembiayaan  yang 
beroperasi tetapi menerapkan sistem bunga yang terlalu tinggi, sehingga tidak 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang 
dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Yuridis Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) dalam melakukan Pengawasan terhadap lembaga keuangan 
mikro (LKM) di Kota Pekanbaru, dan apa hambatan yang dihadapi oleh Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan Pengawasan terhadap Lembaga 
Keuangan Mikro (LKM) di Kota Pekanbaru. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empris yang 
diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan 
penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Dalam hal 
ini tentunya melihat keberadaan dari OJK dalam melaku Pengawasan terhadap 
lembaga keuangan non bank. Data yang dikumpulkan mengenai keberadaan OJK 
dalam melakukan Pengawasan atau pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan 
oleh lembaga keuangan non bank tersebut. 
 Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa Tinjauan Yuridis Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) dalam melakukan Pengawasan terhadap LKM atau lembaga 
pembiayaan di Kota Pekanbaru, dilakukan melalui pelaksanaan peraturan dan 
keputusan OJK terhadap operasional jasa keuangan, melakukan pengawasan dan 
Pemeriksaan di sektor jasa keuangan terhadap pelaksanaan penyaluran dana 
kepada nasabah atau konsumen, melaksanakan tugas OJK sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.  
 
